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RINGKASAN 

 

Prosedur Pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Gaji Karyawan Pada 

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; Fanda Agatha Sungkono, 

150903101028; 2019: 108 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan 

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Jember. 

Laporan Tugas Akhir disusun berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang 

dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 10 April 2018, tujuan 

penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten 

Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan tentang 

pajak  penghasilan  pasal  21  sehingga dapat memperoleh gambaran secara nyata 

tentang prosedur pelaksanaan penghitungan, pemotongan dan pelaporan pajak 

yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember terkait Pajak 

Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan. 

 Salah satu perubahan bentuk layanan kepada Wajib Pajak yang diberikan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah Direktorat Jenderal Pajak melakukan 

modernisasi perpajakan salah satu penerapannya menggunakan elektronik SPT (e-

SPT). Elektronik SPT atau e-SPT adalah aplikasi (software) yang dibuat oleh 

Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan 

dalam menyampaikan SPT. Kelebihan penggunaan aplikasi e-SPT yaitu 

penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam 

bentuk media CD, data perpajakan terorganisasi dengan baik, sistem aplikasi e-

SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, 

penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem 

komputer, kemudahan dalam membuat laporan pajak, data yang disampaikan WP 

selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem 

komputer dan menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya 

pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang 

cukup banyak. 
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 Hasil dari kegiatan yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Jember merupakan 

salah satu wajib pajak yang mengikuti modernisasi perpajakan dengan 

menggunakan E-SPT masa PPh 21 karena banyaknya karyawan yang berada di 

Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan merupakan Dinas pemerintahan maka 

perusahaan wajib melakukan pelaporan menggunakan e-SPT. Dalam hal wajib 

pajak telah melaporkan SPT menggunakan e-SPT, Dinas Pendidikan Kabupaten 

Jember  wajib menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh DJP dan harus 

menggunakan eSPT tersebut untuk masa-masa selanjutnya. 

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember pada dasarnya tidak 

mengalami kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan perhitungan, 

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, karena 

sistem yang dipakai dalam penghitungan PPh Pasal 21 pada instansi tersebut 

menggunakan komputerisasi sehingga lebih memudahkan Bagian Personal Staff 

melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan aplikasi e-SPT 

Pajak Penghasilan Masa 21. 

 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 1048/UN25.12/SP/2018, Diploma 

III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Jember). 
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1 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pajak adalah sumber utama penerimaaan negara yang paling besar dan 

memiliki sifat semakin meningkat setiap tahunnya, yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran negara, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran 

untuk pembangunan. Untuk melakukan pembangunan, negara membutuhkan dana 

pembangunan yang tidak sedikit dimana kebutuhan dana pembangunan tersebut 

setiap tahun pasti meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan 

masyarakat. Oleh sebab itu, penerimaan negara dari sektor pajak sangat 

tergantung kepada peran serta masyarakat dan kelancaran proses transfer 

kekayaan yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara.  

 Proses pemungutan pajak dilakukan oleh instansi pemerintah yaitu 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang secara struktural dibawah Kementerian 

Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas dan kewajiban untuk 

memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya dengan semaksimal mungkin. Seiring dengan 

bertambahnya jumlah Wajib Pajak maka disyaratkan adanya peningkatan kualitas 

pelayanan. Pada zaman modern Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan 

perkembangan pelayanan perpajakan dengan melakukan modernisasi perpajakan. 

DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan 

penerimaan negara (Lingga, 2012) 

Permasalahan yang terjadi selama ini adalah antrian penyampaian SPT 

dari wajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman 

data SPT yang jumlahnya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat 

bahkan menjadi tunggakan perekaman. Agar dapat membantu pelayanan dalam 

pelaporan dan perekaman data SPT secara cepat, tepat, dan akurat, ditengah 

perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, dalam hal ini ditandai 

dengan era digital menjadikan peluang sekaligus tantangan bagi Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP). Salah satu perubahan bentuk layanan kepada Wajib Pajak 

yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah Direktorat Jenderal 
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Pajak melakukan modernisasi perpajakan salah satu penerapannya menggunakan 

elektronik SPT (e-SPT).  

Elektronik SPT atau e-SPT adalah aplikasi (software) yang dibuat oleh 

Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan 

dalam menyampaikan SPT. Kelebihan penggunaan aplikasi e-SPT yaitu 

penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, data perpajakan 

terorganisasi dengan baik. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data 

perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, penghitungan dilakukan secara 

cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer, kemudahan dalam 

membuat laporan pajak, data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena 

penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer dan menghindari 

pemborosan kertas.  

Beberapa observasi mengenai penerapan e-SPT telah dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan e-SPT tersebut. Dan 

diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan sistem elektronik dapat mempermudah 

perhitungan yang dilakukan secara cepat dan tepat dalam melaporkan pajak 

dengan menggunakan sistem komputer sehingga dapat memberikan kemudahan. 

Penelitian Novarina (2015) menyimpulkan bahwa pelaksanaan proses Electronic 

Filling System (e-SPT) adalah :  

a. Wajib Pajak menyampaikan Surat Permohonan memperoleh e-FIN untuk 

melaksanakan e-SPT, 

b. Direktorat Jenderal Pajak via kantor Pelayanan Pajak memberikan e-FIN, 

c. Wajib Pajak mendaftar ke ASP dan meminta Digital Certificate ke 

Direktorat Jenderal Pajak, 

d. Direktorat Jenderal Pajak memberikan Digital Certificate melalui ASP, 

e. Wajib Pajak melakukan e-Filing e-SPT melalui ASP yang diteruskan ASP 

ke Kantor Pelayanan Pajak, 

f. Direktorat Jenderal Pajak via Kantor Pelayanan Pajak memberikan Bukti 

Penerimaan SPT elektronik, 

g. Wajib Pajak menyampaikan print out dari ASP berupa induk SPT yang 

sudah diberi Bukti Penerimaan SPT elektronik, ditandatangani an dilampiri 
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sesuai ketentuan ke Kantor Pelayanan Pajak. 

 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember merupakan salah satu wajib pajak 

yang mengikuti modernisasi perpajakan dengan menggunakan E-SPT masa PPh 

21 karena banyaknya karyawan yang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten 

Jember dan merupakan salah satu pemerintahan yang wajib melakukan pelaporan 

menggunakan e-SPT. Dalam hal wajib pajak telah melaporkan SPT menggunakan 

e-SPT, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember  wajib menggunakan aplikasi e-SPT 

yang disediakan oleh DJP dan harus menggunakan eSPT tersebut untuk masa-

masa selanjutnya. Artinya Wajib Pajak tidak boleh kembali menggunakan SPT 

manual/hardcopy. Menurut Wicaksono dkk (2019), kendala dalam persyaratan 

administrasi, perbedaan pemahaman peraturan, serta kendala dalam perpajakan 

merupakan hal yang biasa ditemui dalam pengolaan keuangan. Berdasarkan 

uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengambil judul tentang 

“Prosedur Pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Gaji Karyawan 

pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka akan diajukan rumusan 

masalah yaitu: Bagaimana Prosedur Pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 Gaji 

Karyawan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat  

Laporan Tugas Akhir merupakan salah satu syarat yang wajib 

dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi Program Studi Diploma 

III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan 

manfaat, yaitu: 

1.3.1 Tujuan 

 Adapun tujuan dari Laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui dan 

memahami Prosedur Pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 Gaji Karyawan pada Kantor 

Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. 
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1.3.2 Manfaat 

Manfaat dari Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Menambah wawasan penulis terutama mengenai Prosedur Pelaporan e-SPT 

PPh Pasal 21 Gaji Karyawan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten 

Jember. 

2) Menambah pengetahuan sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh 

selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

b. Bagi Universitas Jember 

1) Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu pada 

lingkungan universitas. 

2) Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar pada 

perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program Studi Diploma 

III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

c. Bagi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember 

1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi dan 

Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi 

maupun bersifat organisasi; 

2) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul serta cara menghadapi 

etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja yang professional. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

  

Tinjauan Pustaka mencakup materi-materi tertentu yang diambil dari 

berbagai macam literatur, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 

dibahas dan dijadikan peninjauan atau dasar dalam pembahasan dari suatu 

permasalahan. Tujuannya adalah untuk mengetahui prosedur penghitungan, 

pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.  

  

2.1 Prosedur, Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan   

Mulyadi (2013:6) mengemukakan prosedur adalah suatu kegiatan 

klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, 

yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan 

yang terjadi berulang-ulang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

penghitungan adalah perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) memperhitungkan 

yang digunakan untuk menetapkan jumlah kemungkinan terjadinya sesuatu. 

Jumlah suatu kejadian. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghitungan (Diakses 

pada 8 Juli 2019). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembayaran adalah 

proses, cara, perbuatan membayar(kan), pembayaran, pemasukan,  penyerahan 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/ entri/pembayaran (Diakses 8 Juli 2019). Pelaporan 

merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan 

hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan 

tertentu. (Muliyadi, 2013). 

 

2.2 Perpajakan   

2.2.1 Pengertian Pajak  

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
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mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Halim dkk. (2017:1), 

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada 

penguasa (menurut normanorma yang ditetapkannya secara umum), tanpa 

adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi 

pengeluaran-pengeluaran umum”. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pajak memiliki unsur-unsur:  

a.   Iuran dari rakyat kepada negara  

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang).  

b. Berdasarkan undang-undang  

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya.  

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah.  

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni 

pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.   

 

2.2.2  Fungsi Pajak  

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4), yaitu:  

a. Fungsi Anggaran (Budgetair), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.  

b. Fungsi Mengatur (Regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh:  

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi masyarakat mengkonsumsi minuman keras;  

2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif.  
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2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2016:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut:  

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)  

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang – undang 

maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang – 

undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam 

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 

banding ke Pengadilan Pajak.  

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di 

Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan 

jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun 

warganya.  

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomis)  

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat.  

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)  

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil 

pemungutannya.   

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana   

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.   

 

2.2.4 Teori Pajak  

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan 

atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut 

pajak, teori tersebut antara lain adalah:  
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a. Teori Asuransi  

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu 

premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.  

b. Teori Kepentingan   

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 

(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan 

seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.  

c. Teori Daya Pikul  

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak yang 

harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk 

mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:  

1) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan 

yang dimiliki oleh seseorang.  

2) Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil 

yang harus dipenuhi.  

d. Teori Bakti   

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu 

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.  

e. Teori Asas Daya Beli   

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 

memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 

untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya 

kembali masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.   

  

2.2.5 Kedudukan Hukum Pajak  

Menurut Halim dkk. (2017:3) Hukum pajak mempunyai kedudukan di 

antara hukum-hukum sebagai berikut:  
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a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan 

individu lainnya.  

b. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan 

rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :  

1) Hukum Tata Negara  

2) Hukum Tata Usaha (Hukum Administrastif)  

3) Hukum Pajak  

4) Hukum Pidana  

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.   

  

2.2.6 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil   

Menurut Mardiasmo (2016:7) Hukum pajak mengatur hubungan antara 

pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. 

Seperti berikut ini:  

a. Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain 

keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek Pajak), siapa 

yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar yang dikenakan (tarif 

pajak), segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan 

hukum antara pemerintah dan wajib pajak.  

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan  

b. Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tatacara untuk mewujudkan hukum 

materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). 

Hukum ini memuat antara lain:  

1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.  

2) Hak-hak fiscus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak  

mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang 

pajak.  

3) Kewajiban wajib pajak misalnya meyelenggarakan pembukuan atau 

pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan 

banding.   

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.  
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2.2.7 Pengelompokan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2016:7) Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:  

a. Menurut Golongannya  

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.   

Contoh: Pajak Penghasilan.  

2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain.  

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.  

b. Menurut Sifatnya  

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.  

Contoh: Pajak Penghasilan.  

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memerhatikan keadaan diri wajib pajak.  

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.  

c. Menurut Lembaga Pemungutannya  

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, dan Bea Materai.  

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri 

atas:  

(a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor.  

(b) Pajak Kabupaten atau Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 

Pajak Hiburan.   
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2.2.8 Tata Cara Pemungutan Pajak  

Menurut Resmi (2017:08), tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel 

pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.  

a. Stelsel Pajak  

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel. Berikut ini 

penjelasannya.  

1) Stelsel Nyata (riel)  

Stelsel ini menyaakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang 

sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh 

karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun 

pajak diketahui.   

2) Stelsel anggapan (fiktif)  

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu 

anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan 

suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga 

pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak 

yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya 

pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau 

diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.  

3) Stelsel Campuran   

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi 

antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak 

dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, 

besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jika besarnya 

pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya 

pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut 

(PPh Pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil 

daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat 

diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun 

berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 

28 huruf a).    
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b. Asas Pemungutan Pajak  

Dalam pemungutan  pajak  terdapat beberapa cara menurut Waluyo dan Ilyas 

(2013:17)  sebagai berikut:  

1) Asas Domisili ( Asas Tempat Tinggal )  

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, 

baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap 

wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia 

(wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang 

diperolehnya, baik dari indonesia maupun dari luar indonesia.  

2) Asas Sumber  

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

pengahasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat 

tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari 

Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.  

3) Asas Kebangsaan  

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu negara.   

c. Sistem pemungutan Pajak   

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan menurut Ilyas 

(2013),  yaitu :  

1) Official Assessment System  

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan 

untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak 

sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, 

berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung 

pada aparatur perpajakan (peran dominan ada pada aparatur perpajakan).  
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2) Self Assessment System  

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam 

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak 

sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak diberi kepercayaan 

untuk:  

(a) menghitung sendiri pajak yang terutang;  

(b) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;  

(c) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;  

(d) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;  

(e) mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.  

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian 

besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada 

wajib pajak).  

3) With Holding System  

Sistem Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan 

pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. 

Peranan dominan ada pada pihak ketiga.       

  

2.2.9 Timbulnya Utang Pajak  

Menurut Resmi (2017:11), Terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya 

utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu ajaran materiil dan ajaran 

formil.  

a. Ajaran Materiil  

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena 

diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang 

akan secra aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak, 
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sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten 

dengan penerapan self assessment system.  

b. Ajaran Formil  

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena 

dikeluarkannnya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk 

menetukan apakah sesorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak 

yang masih harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat 

diketahui dalam surat ketetapan pajak. Ajaran ini konsisten dengan 

penerapan official assessment system.  

  

2.2.10 Berakhirnya Utang Pajak  

Menurut Resmi (2017:12), Utang pajak akan berakhir atau terhapus jika 

terjadi hal-hal sebagai berikut.  

a. Pembayaran atau Pelunasan  

Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan atau pemungutan 

oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri 

oleh wajib pajak ke kantor penerima pajak (bank-bank persepsi dan kantor 

pos).  

b. Kompensasi  

Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun 

kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak.  

c. Kedaluwarsa  

Kedaluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu, jika dalam jangka 

waktu tertentu suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, utang 

pajak tersebut telah dianggap lunas, dihapus, berakhir, atau tidak dapat 

ditagih lagi. Utang pajak akan kedaluwarsa setelah melewati waktu 10 

(sepuluh) tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya 

masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.  

d. Pembebasan atau Penghapusan  

Kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan dihapus oleh fiskus 

karena setelah dilakukan penyidikan, ternyata wajib pajak tidak mampu lagi 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


15  

  

memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena wajib pajak 

mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.   

 

2.2.11 Tarif Pajak  

Menurut Halim dkk. (2017:08), Untuk menghitung besarnya pajak yang 

terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif 

pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan 

menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), 

dan tarif degresif (menurun).  

a.     Tarif Tetap  

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun 

besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada 

bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk 

berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp 6.000. bea materai juga 

dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang 

ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.  

b. Tarif Proporsional (Sebanding)  

Tarif proporsional adalah tarif berupa persenatase tertentu yang sifatnya 

tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar 

pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan 

kenaikan secara proporsional atau sebanding. Di Indonesia, tarif 

proporsional diterapkan pada PPN (tarif 10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh 

Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain).  

c. Tarif Progresif (meningkat)  

Tarif progresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila 

jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: pasal 17 Undang-Undang 

Pajak Penghasilan untuk Wajib pajak orang pribadi dalam negeri.  
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Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak   Tarif Pajak   

Sampai dengan Rp. 50.000.000,00   5%   

Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00   15%   

Di atas Rp.250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00   25%   

Di atas Rp 500.000.000,00   30%   

Sumber: Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008   

Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi 3 (tiga):  

1) Tarif Progresif Progresif  : kenaikan presentase semakin besar  

2) Tarif Progresif Tetap  : kenaikan presentase tetap  

3) Tarif Progresif Degresif  : kenaikan persentase semakin kecil  

d. Tarif Degresif (Menurun)  

Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin 

meningkatnya dasar pengenaan pajak.  

 

2.2.12 Pengertian Subjek Pajak dan Wajib Pajak  

Menurut Halim dkk. (2017:47), pengertian subjek pajak dan wajib pajak 

adalah:   

a. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.  

b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, 

pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-

Undangan Perpajakan Daerah.  

  

2.3 Pajak Penghasilan  

2.3.1 Pengertian pajak penghasilan  

Pajak Penghasilan (PPh) adalah suatu pungutan resmi berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak 

atas penghasilan global yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak, 

guna membiayai belanja negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan 
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tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk  (Pohan, 

2014:147).  

  

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan  

Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang No. 7 tahun 1983 

tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.  

  

2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan  

Menurut Resmi (2017:71) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala 

sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi 

sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU 

Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:  

a. Subjek Pajak Orang Pribadi  

Orang Pribadi sebagai subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia atau di luar Indonesia.  

b. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, 

menggantikan yang berhak  

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak 

pengganti, menggantikan mereka yang berhak,yaitu ahli waris. Penunjukan 

warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksutkan 

agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut 

tetap dapat dilaksanakan.  

c. Subjek Pajak Badan  

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 

baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha 

milik negara atau badan  usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
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bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah 

merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya 

sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, 

badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk meperoleh 

penghasilan merupakan Subjek Pajak.  

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)  

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang 

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada 

di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, 

dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia 

untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat 

berupa:  

1) Tempat kedudukan manajemen;  

2) Cabang perusahaan;  

3) Kantor perwakilan;  

4) Gedung kantor;  

5) Pabrik;  

6) Bengkel;  

7) Gudang;  

8) Ruang untuk promosi dan penjualan;  

9) Pertambangan dan penggalian sumber alam;  

10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;  

11) Perikanan, peternakan, pertanian,perkebunan, atau kehutanan;  

12) Proyek kontruksi, instalasi, atau proyek perakitan;  

13) Pemberian jasa dalambentuk apapun olehpegawai atau orang lain,  

sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalamjangka waktu dua belas 

bulan;  

14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak 

bebas;  
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15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi 

atau menanggung resiko di Indonesia;  

16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, 

disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk 

menjalankan kegiatan melalui internet. 

  

2.3.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan  

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan menurut UU PPh No 

36/2008 tentang Pajak Penghasilan adalah:  

a. Badan perwakilan negara asing  

b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara 

asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada 

dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:  

1) Bukan warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh 

penghasilan lain dari jabatannya di Indonesia;  

2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.  

c. Organisasi-Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri  Keuangan 

dengan syarat:  

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;  

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

pennghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah 

yang dananya berasal dari iuran para anggota.  

d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan dengan syarat:  

1) Bukan warga Negara Indonesia;  

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan 

dari Indonesia.  
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2.3.5 Objek Pajak Penghasilan  

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap 

tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, 

baik yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Menurut UU PPh no 36/2008 

tentang Pajak Penghasilan.  

a.  Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah:  

1) Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 

yang diperoleh atau diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, 

honorarium, komisi, bonus, gratifikasi uang pensiun atau imbalan dalam 

bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak 

Penghasilan.  

2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.  

3) Laba usaha.  

4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:  

(a) Keuntungan kepada pengalihan harta kepada perseroan, 

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau 

pesertaan modal;  

(b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham,    

sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya;  

(c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilan alih usaha, dan reorganisasi dengan nama 

dan dalam bentuk apapun;  

(d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hadiah, bantuan atau 

sumbangan;  

(e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh 

hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau 

permodalan perusahaan pertambangan.  
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5) Penerimaan kembali pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya.  

6) Biaya termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang. 

7) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun,termasuk deviden dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi.  

8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.  

9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.  

10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.  

11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang telah ditetapkan denagn Peraturan Pemerintah.  

12) Keuntungan kerena selisih kurs mata uang asing.  

13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.  

14) Premi asuransi.  

15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang 

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.  

16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang dikenakan 

pajak.  

17) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah imbalan bunga 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan.  

18) Surplus Bank Indonesia.  

b.  Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah:  

1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Harta hibahan yang diterima 

oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan 

keagamaan, pendidikan, sosial termasuk yayasan koperasi, atau orang 

pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil, yang keturunannya 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

2) Warisan  

3) Harta sebagai peengganti saham atau setoran modal.  
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4) Imbalan natura.  

5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi.  

6) Deviden yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan syarat berasal 

dari laba ditahan dan kepemilikan 20%.  

7) Iuran yang diterima dana pensiun baik dibayar pemberi kerja atau 

pegawai.  

8) Penghasilan dari modal yang ditanam dana pensiunan.  

9) Laba bagi CV, firma, persekutuan, kongsi.  

10) Penghasilan perusahaan modal ventura yang syaratnya diatur oleh 

Peraturan Menteri Keuangan.  

11) Beasiswa.  

12) Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba dalam bidang 

pendidikan dan/atau litbang.  

13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.  

  

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21 

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Mardiasmo (2016) pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas 

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau 

jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam 

negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak 

Penghasilan. 

  

2.4.2 Prosedur Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21  

Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih 

dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 

sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran 

teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya. 
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Untuk perusahaan yang masuk program BPJS Ketenagakerjaan, Premi 

Jaminan Kecelakaan (JKK), Premi Jaminan Kematian (JK), Premi Jaminan Hari 

Tua (JHT) dan Premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh 

pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama 

diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, 

asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh 

pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan lainnya. Dalam menghitung PPh 

Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan 

oleh pemberi kerja kepada pegawai. 

Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh 

dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta 

iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang 

bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan. 

 Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas 

masa gaji sebulan, maka untuk perhitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan 

tersebut terlebih dahulu dijadikan bulanan dengan mempergunakan faktor 

perkalian sebagai berikut; 

a. Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4; dan  

b. Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26, 

Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto 

sebulan dikalikan 12. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban  pajak 

subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi 

mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dengan 

banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulaik bekerja sampai 

dengan  

bulan Desember. 

 Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar 

penerapan tarif pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun 

dikurangi dengan PTKP. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif 

Pasal 17  ayat 1 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya dihitung 
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PPh pasal 21 Sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas Negara, yaitu 

sebesar :  

1. Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12, atau 

2. Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor  

pengali dalam hal Wajib Pajak mulai bekerja setelah bulan Januari. 

PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh pasal 21 

sebulan dibagi 4, sedangkan PPh pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung 

berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dibagi 26. 

  

2.4.3 Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah cara pelunasan 

pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang 

diterima  atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan 

dengan pekerjaan jasa dan kegiatan. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, 

upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun 

sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh 

Pasal 21. 

 Pasal 9 Ayat 1 UU KUP Peraturan Menteri Keuangan No. 

184/PMK.03/2016 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan No.  

80/PMK.03/2010 menyebutkan bahwa penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 

21, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 15, dan Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 10 

bulan  berikutnya.  

 Adapun skema penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut 

Direktorat Jendral Pajak (2016) adalah; 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


25  

  

Gambar 2.1 Skema Penghitungan Dasar PPh Pasal 21

Sumber : Direktorat Jendral Pajak Tahun 2016 

 

2.4.4 Pemotongan dan Pelaporan PPh 21  

 

Setiap transaksi ekonomi selalu dapat dikaitkan dengan aspek pengenaan 

pajak, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun dilakukan oleh perangkat 

instansi pemerintah yang dananya bersumber dari APBN / APBD (Wicaksono, 

2018). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014 

tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, e-SPT yang merupakan 

singkatan dari Surat Pemberitahuan Elektronik adalah Surat Pemberitahuan (SPT) 

yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen elektronik 

tersebut dibuat dengan menggunakan aplikasi SPT Elektronik. Surat 

Pemberitahuan Elekronik (e-SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 

untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau 

bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan Elektronik (e- 
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SPT) Tahunan wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang salah satunya 

diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk 

dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di 

bidang perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak 

Penghasilan 21.  

Berdasarkan Peraturan Jendral Pajak Nomor: 16/PJ/2016 Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 paling lama 20 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir 

dan SPT Tahunan Orang Pribadi dilaporkan paling lambat akhir Maret tahun 

berikutnya. Jika Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bertepatan dengan hari 

libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Pelaporan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. 
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1     Kesimpulan 

Pada pelaksanaan laporan tugas akhir yang dilaksanakan di Kantor 

Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tentang Prosedur Pelaporan e-SPT PPh 

Pasal 21 Gaji Karyawan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Sistem pemungutan pajak yang digunakan Kantor Dinas Pendidikan

Kabupaten Jember yaitu Self Assesment System, dimana sistem

pemungutan pajak memberi wewenang wajib pajak untuk menghitung,

membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar

setiap bulan dan tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku. Kantor dinas pendidikan kabupaten jember

selaku pemberi kerja telah melaksanakan kewajiban perpajakannya

dengan menerapkan sistem komputerisasi atau E-SPT dan dalam

pelaksanaan pelaporannya telah sesuai dengan ketentuan undang-undang

perpajakan yang berlaku.

b. Pada perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap

penghasilan pegawai tetap, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

telah melakukannya sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan dan

peraturan Direktur Jenderal Pajak yang ada, dimana tarif yang digunakan

sesuai dengan Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008. Setiap ada perubahan

aturan, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember selalu

memperhatikannya dan memberlakukan aturan terbaru tersebut, sseperti

peraturan Direktur Jenderal Pajak yang digunakan yaitu PER-16/PJ/2016

dan PTKP yang digunakan juga yang terbaru yaitu PTKP 2016.

5.2       Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penulis mengemukakan 

beberapa saran yang diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan 

pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 

21 dengan memanfaatkan sarana e-SPT. Adapun saran tersebut antara lain: 
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a. Hendaknya koordinasi antar pegawai  yang terkait dalam pelaksanaan 

perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dapat 

terlaksana lebih efektif dan efisien. 

b. Tetap mempertahankan kepatuhan perpajakan dengan melakukan 

kewajibannya melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan 

pelaporan sebelum jatuh tempo. 

c. Selalu update informasi terkait perpajakan dan melakukan sosialisasi 

secara menyeluruh kepada seluruh karyawan mengenai penerapan e-SPT 

agar bisa lebih memahami tujuan serta manfaat penerapan e-SPT. 

 

 

 

 

 
 

 
  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


50 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

Halim,   A.,   I.   R.   Bawono.   dan   A.   Dara.   2016.   Perpajakan   

(Konsep, Aplikasi,Contoh,dan Study Kasus). Edisi 2.Jakarta: 

Salemba Empat. 

 

Kementerian Keuangan. 2018. Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara . Jakarta: Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia. 

 

Kementerian Keuangan. 2008. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 

PER-22 /PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan 

Pajak Penghasilan Pasal 25 . Jakarta: Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 

 

Kementerian   Keuangan.   2008.   Peraturan   Menteri   Keuangan   Nomor   

111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak . Jakarta: Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia. 

 

Kementerian Keuangan. 2016. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak 

Nomor SE-11/PJ/2016 Tentang Panduan Teknis Penerapan Sistem 

Pembayaran Pajak Secara Elektronik . Jakarta: Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 

 

Kementerian Keuangan. 2008. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 

tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan  . Jakarta: Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 

 

Kementerian Keuangan. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

16 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 

Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat 

Jenderal Pajak. 

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghitungan. 

[Diakses pada 8 Juli 2019]. 

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembayaran. [Diakses 

pada 8 Juli 2019]. 
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/p
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/p
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


51 
 

Mardiasmo. 2016. Perpajakan edisi terbaru 2016. Yogyakarta:Andi. Pohan, 

C. A. 2014. Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus. Jakarta: Mitra 

Wacana Media. 
 

Rafisqy, Z. G. 2018. Ekspektasia Motto Hidup. 

http://ekspektasia.com/motto- hidup/. [Diakses pada 23 Februari 

2018]. 

 

Resmi, S. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. 
 

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. 

Bandung: Alfabeta. 

 

Tim Perumus. 2016. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: Jember 

University Press. 

 

Waluyo. 2016. Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat. 

 

Wicaksono, Galih, dkk. 2019. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa : 

Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Forum Ekonomi. Vol 

21 (1) 

 

Wicaksono, Galih. 2018. Aspek Perpajakan yang berkaitan dengan 

Penggunaan Dana Desa. Ekombis Sains : Jurnal ekonomi, Keuangan 

dan Bisnis. Vol 3, No. 01 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 25 Maret 2009. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. 

Jakarta

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://ekspektasia.com/motto-hidup/
http://ekspektasia.com/motto-hidup/
http://ekspektasia.com/motto-hidup/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


52 
 

LAMPIRAN - LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang 
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Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Tempat Magang 
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Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 10. Surat Pemberitahuan Tahunan Masa PPh Pasal 21 

dan/atau Pasal 26 Tahun 2017 Formulir 1721 

 

    Bersambung 
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 Sambungan 
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Lampiran 12. Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan 21 Masa Juni 2017 
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Lampiran 13. Cetakan Kode Billing Pajak Penghasilan Pasal 21 
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Lampiran 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 
 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
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Lampiran 15. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 
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Lampiran 16. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-22 

/PJ/2008 
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Lampiran 17. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE- 
 

11/PJ/2016 
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Lampiran 18. Transkrip Wawancara 
 

Nama Narasumber     : Bu Eka selaku Bendahra kantor 

 Hari, Tanggal             : Kamis, 22 Maret 2018 

Jam                             : 13.00 - 13.15 WIB  

Disusun Jam               : 19.30 – 20.00 WIB 

Tempat Wawancara   : Kantin Dinas Pendidikan Kabupaten Jember 
 

Topik Wawancara      : Penggunaan e-SPT untuk Pelaporan PPh 21 Gaji 

Karyawan. 

 

Pewawancara : Assalamualaikum Bu, Selamat Siang, maaf mengganggu.  

Narasumber    : Wa’alaikumsalam. Siang juga. 
 

Pewawancara : Maaf sebelumnya bu, bila ibu berkenan, saya ingin menanyakan 

beberapa hal terkait data wajib pajak di kantor ini untuk bahan 

tulisan laporan tugas akhir saya bu. 
 

Narasumber    : Ya boleh silahkan 
 

Pewawancara : Saya ingin tanya terkait bagaimana pelaksanaan penggunaan e-SPT 

bu, bagaimana prosesnya bu ? 
 

Narasumber    : Alhamdulillah semenjak ada e-SPT ini saya sedikit dimudahkan 

untuk merekap gaji para karyawan.  
 

Pewawancara : Apa ada kendala selama memakai aplikasi e-SPT itu sendiri bu ? 

 

Narasumber    : Ya sedikit, biasanya kedalanya ada di data yang kurang lengkap. 
 

Pewawancara : Oh begitu ya bu. Apa saya boleh minta beberapa data untuk  

melengkapi tugas akhir saya bu ? 
 

Narasumber    : Data yang seperti apa ? SPT rekapan gaji karyawan ? seperti itu ? 

 

Pewawancara  : Iya bu. Data-data terkait pph 21 itu bu. 

 

Narasumber    : Oh iya boleh. Di fotocopy aja ya. 
 

Pewawacara  : Baik bu, untuk berkas terkait SPT Tahunannya dan bukti bayarnya 

bisa saya lihat lagi kapan bu? 
 

Narasumber    : Hari sabtu aja ya, kamu ke saya lagi.  

Pewawancara : Baik bu. Terimakasih. 
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